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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang menjabarkan mekanisme 

pengelolaan APBDes di Desa Ngembul dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di 

Desa Ngembul telah dilakukan secara runtut dan terencana yang 

didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018. Komunikasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 

perangkat desa, masyarakat, dan camat terlaksana dengan baik pada 

saat tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap 

pertanggungjawaban. Untuk yang tertuang di dalam APBDes 

merupakan hasil musyawarah dari masyarakat serta pelaksanaan yang 

dijalankan adalah program yang sudah direncanakan. 

2. Kendala – kendala yang dihadapi dalam meningkatkan efeketivitas 

dana desa dalam proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa di Desa Ngembul dilihat faktor penyebabnya dari faktor internal 

maupun faktor eksternal. Faktor internal seperti kesulitan 

memprioritaskan kegiatan, kesulitan membagi anggaran, keterbatasan 

tim penyusun, keterbatasan sumberdaya manusia pengelola keuangan 

serta belum tertibnya administrasi. Hal ini disebabkan kurangnya 
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pengetahuan atau pelatihan untuk perangkat desa dalam mengelola 

APBDes. Sedangkan faktor eksternal yaitu pagu dana transfer terlambat 

diterima desa, peraturan yang berubah – ubah, adanya peraturan baru 

yang harus dilaksanakan dan merubah APBDes, anggaran pendapatan 

berkurang, serta dana transfer yang terlambat. Hal ini sangat sulit untuk 

meminimalisir adanya kendala eksternal karena kendala disebabkan 

oleh pemerintah diatas desa dan bisa diatasi oleh kesadaran pemerintah 

diatas desa sendiri. 

3. Adanya Sistem Informasi Akuntansi pada pengelolaan APBDes telah 

mempermudah dan memperjelas sistem yang akan dijalankan 

pemerintah Desa Ngembul. Sistem Informasi Auntansi pengelolaan 

APBDes Desa Ngembul dilakukan pada tahap penyusunan, tahap 

pelasanaan, dan tahap pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Pemerintah desa telah 

membuat transparasi APBDes serta melakukan pertanggungjawaban  

APBDes termasuk membuat laporan realisasi. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran 

yang nantinya dapat bermanfaat yaitu: 

1. Pemerintah Desa Ngembul 

a. Pemerintah desa perlu melakukan pelatihan yang dibimbing 

oleh pemerintah yang berada diatas desa kepada perangkat desa 
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untuk pelaksanaan perihal APBDes agar APBDes berjalan 

sesuai peraturan dan terealisasi dengan baik. 

b. Pemerintah desa melakukan koordinasi kepada pemerintah 

diatas desa untuk pembuatan peraturan yang berubah – ubah di 

setiap waktu agar pembuatan peraturan berdasarkan waktu yang 

tepat sehingga pelaksanaan APBDes tidak berubah – ubah 

akibat perubahan peraturan. 

c. Pembimbing desa melakukan bimbingan penuh saat pemerintah 

desa melakukan penyusunan dan pertanggungjawaban agar 

jalannya perangkat desa dalam mengelola berjalan dengan baik 

dan benar. 

d. Pemerintah desa lebih maksimal dalam melakukan 

pengkoordinasian rencana program kerja dari tahun ke tahun 

agar meminimalisir sulitnya menentukan prioritas kegiatan dan 

pembagian anggaran. 

e. Pemerintah desa membuat dan mencetak realisasi APBDes 

periode yang sudah terlaksana agar masyarakat bisa melihat 

pergerakan anggaran. 

f. Pemerintah desa perlu membangun kerjasama antar perangkat 

desa untuk merancang sampai evaluasi proses pengelolaan 

APBDes. 
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2. Akademik 

Pada penelitian dengan tema akuntansi publik ini peneliti 

berharap hasil penelitian ini bisa menjadi referensi untuk peneliti 

selanjutnya dan peneliti juga berharap pihak akademik untuk 

mendukung hal yang berkaitan dengan system informasi pada akuntansi 

publik.  

3. Peneliti Selanjutnya 

Peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya utuk menggali 

lebih dalam lagi mengenai APBDes seperti pelaporan dan 

pertanggungjawaban APBDes serta SIA pada pengelolaan keuangan. 


